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Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat di DesaTua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa
Barat

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan
bahwa pemerintah desa dianjurkan memiliki suatu lembaga perekonomian yaitu
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah
lembaga masyarakat sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan khususnya
kebutuhan pokok. Adanya lembaga ini diharapkan dapat menggali potensi yang
dimiliki oleh desa dan kemudian dikembangkan sebagai salah satu produk yang
berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Seperti Pemerintah
Desa Tua Nanga yang mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
sejak tahun 2018. Harapannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat
berperan secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
setempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif
dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) belum berperan secara maksimal dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga jika menggunakan indikator
kesejahteraan yaitu pendapatan, konsumsi pengeluaran, pendidikan, kesehatan dan
perumahan masyarakat. Selain itu pelaksanaan unit usaha juga dipengaruhi oleh
beberapa faktor seperti ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah
dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi sebuah faktor pendukung
program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan untuk faktor
penghambatnya adalah rendahnya ketersediaan anggaran yang dimiliki Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi kendala dalam memaksimalkan program
serta tidak adanya agenda sosialisasi yang pernah direncanakan ataupun
dijalankan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga
sejak tahun 2018.

Kata Kunci :Peran, BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat.
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The Role of BUMDES (Village-Owned Enterprises) Towards Community
Welfare in Tua Nanga Village, Poto Tano District, West Sumbawa Regency

ABSTRACT

Law No. 6 of 2014 concerning villages elucidates that the governments of village
is recommended to have a financial institution, namely Village Owned-
Enterprises (BUMDes). Village-Owned Enterprises is the community institutions
as a means to meet special needs especially the basic needs. The existence of this
institution is expected to be able to exploit the potential of the village and be
developed as one of the products intended for improving the people's economy.
The establishment of Village-Owned Enterprises by Tua Nanga Village
Government since 2018 was expected to significantly support the community
welfare. The method used in this research is descriptive qualitative, the data
collection techniques done through interviews, observation and documentation.
Generally, the results of the study showed that the Village-Owned Enterprises do
not yet supported optimally in improving the welfare of the community in Tua
Nanga Village, if it is refers on welfare indicators namely income, consumption,
education, health and public housing. In addition, the implementation of business
units also involves several factors such as the payment of abundant natural
resources (SDA) and a high level of community participation is a supporting
factor for the Village Owned Enterprises program. While the inhibiting factor is
the lower budget issued by the Village-Owned Enterprises is being a barrier in
maximizing the program, and there was no socialization agenda undertaken by the
management of the Village-Owned Enterprises of Tua Nanga Village since 2018.

Keywords; Role, Village Owned-Enterprises, Community Welfare
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di ibu
kota semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan
sebagai bentuk perwujudan pencapain cita-cita negara juga berlangsung pada
tingkat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di
Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah
daerah di kawasan desa. Keberadaan desa juga menentukan keberhasilan
pemerintah dalam hal pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat,
sehingga dalam hal ini kemajuan suatu desa sangat menentukan kemajuan suatu
Negara (Lorosa, 2017).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa juga bertanggung jawab untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya(Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
Pasal 1 angka 1). Menurut Badrudin(2012:156) menjelaskan bahwa kesejahteraan
masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan
masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan

masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial



warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri (Undang -
Undang No 11 tahun 2009).

Dengan demikian, desa merupakan suatu wilayah yang sangat memerlukan
pembangunan dan pengembangan khususnya basis ekonomi. Pembangunan ini
merupakan suatu usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu
pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan antara desa dan
kota. Disamping itu, pembangunan pedesaan dipandang juga sebagai suatu
program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan
produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup
dibidang pendidikan, kesehatan maupun perumahan (Rani, 2018).

Adanya suatu upaya untuk melakukan pembangunan dan pengembangan
di wilayah desa merupakan suatu strategi yang mengarah pada tujuan utama yaitu
mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi suatu kebijakan atau
program yang sudah direncanakan lalu kemudian diimplementasikanbaik oleh
pemerintah pusat maupun daerah.

Kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan dasar seperti rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan,
biaya pendidikan dan kesehatan yang murah serta berkualitas atau suatu kondisi
dimana suatu individu atau orang atau kelompok mampu memaksimalkan
kemampuan pada tingkat batas anggaran tertentu serta kondisi dimana
tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia khususnya

masyarakat di pedesaan tentu direalisasikan melalui beberapa kebijakan ataupun



program yang dalam pelaksanaanya sudah terlihat sejak adanya otonomi daerah
sebagai salah satu bentuk strategi pembangunan desa. Menurut Suharto
(2005:132) menjelaskan bahwa strategi pembangunan desa merupakan langkah-
langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi
program untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Akan tetapi
strategi pada kenyataannya, pembangunan pedesaan dirasa masih kurang sehingga
masih banyak desa tertinggal. Akan tetapi pada faktanya, telah banyak cara yang
sudah ditempuh oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah ketertinggalan
desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun
ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan beberapa
program lainnya.

Meninjau masalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pedesaan,
maka salah satu srtategi yang dapat dilakukan oleh desa yaitu dengan membentuk
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Pasal 1 Ayat 6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diartikan badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat.

Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha
yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-asset dan sumberdaya ekonomi
desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) diatur di dalam pasal 213 ayat (1) Undang - Undang



Nomor 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) sesuai dengan kebutuhan danpotensi desa. Selain itu juga diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, yang didalamnya
mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu pada pasal 78-81
bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta yang terakhir
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) perlu dilakukan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah
berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan
dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif,
partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Selain itu,
dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) inidiharapkan desa menjadi
lebih mandiri dalam hal pengelolaan aset desa atau sumber daya desa agar
dilakukan secara optimal dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera.

Pada saat ini sudah banyak desa yang mempunyai Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) dan mampu menjalankannya secara optimal yang tentunya
memberikan dampak besar terhadap kemajuan pedesaan dan tingkat kesejahteraan
masyarakatnya. Namun tidak menutup kemungkinan dari beberapa desa yang
memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun belum memberikan dampak
yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan pada hampir seluruh

wilayah pedesaan di Indonesia, begitu juga dengan salah satu desa yang



bernamaTua Nanga dan berlokasi di wilayah Kecamatan Poto Tano Kabupaten
Sumbawa Barat. Desa Tua Nanga sebagai sebuah desa yang terdiri atas 12 Rukun
Tetangga (RT) dan 6 Dusun, dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya

sebagai petani dan nelayan(www.sumbawabaratkab.go.id).Adapun pelaksanaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tua Nanga sejauh ini menurut
analisa sementara penulis bahwa pelaksanaanya belum mampu memperbaiki
kehidupan masyarakat ataupun memberikan dampak akan adanya peningkatan
kesejahteraan. Hal ini didasarkan pada data jumlah masyarakat miskin dan
pengangguran yang relatif masih tinggi, sampai saat ini yang mencapai jumlah

lebih dari 500 orang (www.sumbawabaratkab.go.id). Dengan angka yang cukup

tinggi tersebut tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat desa Tua Nanga. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) seharusnya dapat menjadi stimulus terhadap perbaikan kualitas
kesejahteraan masyarakat, namun harapan tersebut berbanding terbalik dengan
realita di lapangan. Sehingga masalah tersebut sampai saat ini belum diketahui
faktor apa yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) di Desa Tuananga.

Dari permasalahan diatas, membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan
masyarakat di desa Tua Nanga masih jauh dari harapan. Meskipun pemerintah
desa telah mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari masa
pemerintahan kepala desa yang satu kepada kepala desa yang baru, namun belum
mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat di desa

Tua Nanga sampai saat ini. Bahkan sampai tahun kedua pendirian Badan Usaha
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Milik Desa (BUMDes), tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa
yang berhubungan dengan pengembangan ataupun pemberdayaan masyarakat
yang dapat memperbaiki perekonomian masyarakat pada khususnya.

Disisi lain desa Tua Nanga mempunyai potensi yang cukup baik disektor
pariwisata khususnya pantai dan disektor pertanian. Namun, kedua sektor ini
sebagai salah satu aset desa ternyata belum mampu dimanfaatkan secara optimal
oleh pemerintah setempat dengan memaksimalkan adanya Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes). Dalam hal ini, seharusnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
dapat menjadi solusi yang cukup efektif digunakan dalam mengembangkan
beberapa sektor yang menjadi aset desa dan mampu membangun desa Tua Nanga
menjadi desa yang lebih maju dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang
tinggi.

Selain itu, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tua
Nanga seharusnya dapat memperbaiki perekonomian masyarakat yang mengarah
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi hal tersebut justru
berbanding terbalik dengan realita dilapangan, dimana Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) yang ada di Desa Tua Nangan belum mampu mencapai tujuan utama
dan menjalankan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara optimal.
Sehingga sampai saat ini belum ada perbaikan perekonomian yang dirasakan oleh
masyarakat di Desa Tua Nanga.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “ Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)



Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto
Tano Kabupaten Sumbawa Barat ”
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap
kesejahteraan masyarakat desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano
Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung Peran Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di desa

Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tua Nanga Kecamatan Poto
Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan
mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano
Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk :
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dalam pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan publik yang

mengarah pada konsep kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya penelitian



ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang
terkait.

Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi
Pemerintah desa Tua Nanga dalam mengambil Kkeputusan yang
berhubungan dengan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
agar pelaksanaanya lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai

sasaran.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan
Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa (Kamoaroesid 2004 : 16).

Menurut Maryunani (2008 :59), menjelasakan bahwa Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) didirikan antara lain dalam rangka peningkatanPendapatan Asli
Desa (PAD). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli Desa dapat
diperoleh dariBadan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka kondisi itu akan
mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon
pendirianBadan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai salah satu lembaga
ekonomi yang beroperasi dipedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus
memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan
agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga
desa. Disamping itu, hal ini dilakukan agar tidak berkembang sistem usaha
kapitalis di pedesaaan yang tentu dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai

kehidupan bermasyarakat.



Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1.

2.

Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.

Modal usaha bersumber dari desa (51%), dan dari masyarakat (49%) melalui
penyertaan modal (saham atau andil).

Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya
lokal (local wisdom).

Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi

pasar

. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village
policy).

Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,
dan Pemerintah Desa.

Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa,
Badan Permusyarawatan Desa, anggotaBadan Usaha Milik Desa (BUMDes)
sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif
masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersumber dari masyarakat. Meskipun
demikian, tidak menutup kemungkinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
dapat mengajukanpinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah

Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.
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Adapun beberapa tujuan dan fungsi didirikannya Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) menurut Herry (2011:34), menyebutkan bahwa ada empat tujuan
utama pendirianBadan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu :

a. Meningkatkan perekonomian desa

b. Meningkatkan pendapatan asli desa

c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan
perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara
kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabeldan sustainable. Oleh
karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut
dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan
dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui
pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah
desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat,
mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi usaha desa yang
paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut
mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan

menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar.
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Selain itu, dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam
pemenuhan kebutuhan pokok, tersedia sumber daya yang belum dimanfaatkan
secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan pasar, tersedia
sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset
penggerak perekonomian masyarakat, adanya unit-unit usaha yang merupakan
kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang
terakomodasi (Maryunani, 2008).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) awalnya disepakati melalui
musyawarah desa yang membahas tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes), organisasi pengelola dan modal usaha serta Anggaran Dasar atau
Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil
kesepakatan musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan
permusyarawatan desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditanda tangani oleh kepala desa.

Disamping itu, Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi
oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) menyebutkan

bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan
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dan potensi desa”. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa “
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa
yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan
pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat”.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga didasari oleh Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang
berbunyi “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut
BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDes
dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipahami sebagali
lembaga usaha yang menampung kegiatan ekonomi desa dan dikelola oleh desa.
Namun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak diharapkan mematikan bisnis
masyarakat yang telah terlebih dahulu ada disuatu desa. Setiap Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) yang mampu hidup mandiri dan mau diwajibkan untuk membuat
koperasi dan kemandirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dicirikan laba
meningkat, dan unit usaha dan/atau produk yang bervariasi. Berdasarkan harapan-
harapan tersebut, menurut Ibnu (2018) menyebutkan bahwa ada beberapa
indikator kesuksesan (maju dan mandiri) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu :
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1. Laba atau profit dan aset yang meningkat secara kontinu dan
konsisten. Hal tersebut terwujud salah satunya jika Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) memiliki perencanaan dan tujuan (planning
and goals) yang baik, terdokumentasi dan terlaksana dengan baik
pula.

2. Jaringan yang meningkat, termasuk meluasnya cakupan konsumen
atau pasar yang dituju melalui kemampuan menciptakan berbagai
produk dan unit usaha, dan melalui kemampuan menciptakan
berbagai kolaborasi yang bersifat saling menguntungkan antara
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan pihak-pihak lain
(swasta atau pemerintah).

3. Kepuasan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cenderung
positif dan tinggi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes). Hal ini termasuk kepuasan terhadap aspek manajemen
organisasi dan kemampuan para karyawan dalam melaksanakan
tugas.

4. Kepuasan masyarakat desa cenderung positif dan tinggi terhadap
manfaat dari adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Indikatornya apabila Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu
memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat seperti membuka
lapangan  pekerjaan, meningkatkan peluang  pendidikan,

memperbaiki akses transportasi dan lain-lain serta mencegah
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konflik (karena adanya persaingan dengan usaha-usaha sejenis di
desa masing-masing).

Dengan demikian, didirikannya Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes)
disetiap wilayah pedesaan yang ada di Indonesia diperkuat oleh beberapa regulasi
yang berkaitan erat dengan pemerintahan daerah dan desa. Terbentuknya Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia pertama kali direalisasikan pada tahun
2004 sejak disahkan dan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperjelas lagi oleh
regulasi baru tentang desa. Selain itu pada tahun 2014 desa diberikan sebuah
peluang untuk mengatur dan membangun desa secara efektif dan efesien dengan
memanfaatkan potensi desa yang kemudian dikemas dalam bentuk otonomi desa.

2.2 Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan
merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban
menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai masyarakat
hukum yang mempunyai susunan berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat
melakukan perbuatan hukum baik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda
serta dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Widjaja, 2003 : 56-57).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang
kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan landasan kuat bagi desa
dalam mewujudkan “Development Community”, dimana desa tidak lagi sebagai

level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent
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Community ’yaitu desa dan masyarakatnya berhak mengatur desanya secara

mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian

ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam
pembangunan sosial dan politik maupun ekonomi.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang
dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi
yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan
berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah Desa atau nama lainnya, yang
selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pengakuan otonomi desa menurut Widjaja (2003 : 63-61),
menjelaskan sebagai berikut :

a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh
pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada ‘“kemurahan
hati” pemerintah dapat semakin berkurang.

b. Posisi dan peran pemerintah desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala
atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat

untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan
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pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang

pemerintahan kabupaten dan kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan

penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji

penelitian yang dilakukan. Dalam proposal ini penulis mengangkat beberapa

referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Bagian ini

memuaturaian secara sistematis terkait hasil

penelitian terdahulu tentang

persoalan yang dikaji dalam penelitian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu

akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Penlitian Terdahulu

Usaha Milik
(BUMDes)

Badan
Desa
Terhadap
Kesejahteraan
Masyarakat Menurut

Presfektif Islam.

No Nama penulis dan Judul Temuan
Tahun (2) (3)
(1)

1 | Rani, (2018) Peran dan Kontribusi | (1) Peran dan

kontribusi Badan
Usaha Milik Desa
(BUMDes)
KaryaAbadi  dalam
mensejahterakan
masyarakat telah
diwujudkan  dengan
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adanya unit-unit yang
ada di  dalamnya
seperti unit usaha
sektor  riil  yaitu
penyediaan  alat-alat
sembako, jasa
pelayanan,
peminjaman  modal
maupun  penyewaan
mesin  mollen dan
juga kontribusi yang
diberikan Badan
Usaha Milik Desa
(BUMDes) baik itu
terhadap Pendapatan
Desa maupun kepada
masyarakat  seperti
pengadaan  seminar
ataupun  penyuluhan
tentang
kewirausahaan.  (2)
Peran dan Kontribusi
Badan Usaha Milik
Desa
(BUMDes)terhadap
kesejahteraan
masyarakatmenurut
ekonomi Islam tidak
hanya diukur
berdasarkan  materi

saja tetapi juga non
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materi. Dana
pinjaman dan

penyediaan sembako

maupun jasa
pelayanan yang
diberikan kepada

Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes)
Karya Abadi adalah
untuk  meningkatkan
pendapatan

masyarakat dan juga
untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari.
Hal ini  merupakan
sifat saling tolong-
menolong sesama
muslim, dan tentunya
sesuai dengan tujuan
maupun prinsip
ekonomi Islam itu
sendiri yaitu

kemaslahatan umat

No (1) (2) (3)

2 | Atshil, (2017) Pengembangan (1) adanya Badan
Ekonomi Masyarakat | Usaha Milik Desa
Melalui Badan Usaha | (BUMDes) mampu

Milik Desa (BUMDes)
di Desa Hanura

Kecamatan Teluk

meningkatkan
kemampuan

masyarakat dalam
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Pandan

Pesawaran

Kabupaten

mengembangkan
usaha yang
dimiliknya. Beberapa
unit  usaha  yang
didirikan ~ BUMDes
memberi peluang
kepada  masyarakat
untuk  memperoleh
pekerjaan baru dan
membantu
memobilisasi potensi
yang dimilikinya.
Dengan adanya
BUMDes
memberikan motivasi
dan stimulus kepada
masyarakat dalam
mengembangkan
usahanya guna
meningkatkan
pendapatan
perekonomian
keluarga.
(2)pastisipasi
masyarakat yang
sangat aktif menjadi
salah  satu  faktor
penentu keberhasilan
pelaksanaan ~ Badan
Usaha Milik Desa
(BUMDes) di Desa
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Hanura

No (1) (2) (3)

3 | Widyastuti (2017) Peran Badan Usaha | Badan Usaha Milik
Milik Desa (BUMDes) | Desa (BUMDes)
Terhadap Kesejateraan | Sejahtera yang berdiri
Masyarakat Menurut | sejak  tahun 2013
Presfektif Ekonomi | sudah memiliki 3 unit
Islam  Puji  Kerto | usaha yaitu
Kecamatan  Trimujo | penyewaan

Kabupaten Lampung

handtractor,unit usaha
ternak sapi dan unit
usaha pasar desa. Dari

ketiga unit itu hanya

penyewaan
handtractorlah  yang
mampu  berkembang
dengan baik.
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2.4 Definisi Peran

Menurut Kozier Barbara dalam Rani (2018) menjelaskan bahwaperan
adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap
seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi
oleh keadaan sosialbaik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Peran
adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial
tertentu.

Selain itu, menurut Horton dan Hunt (1993) dalam Aslamiah(2017),
menjelaskan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang
memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status
dinamakan dengan perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi
masyarakat atau yang disebut dengan struktur sosial, ditentukan oleh hakekat
(nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta
distribusi sumber daya yang langka diantaraorang-orang yang memainkannya.

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari
seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang
sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Sedangkan menurut
Levinson dalam Aslamiah (2017:19), menjelaskan bahwa peran mencakup tiga
hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan

masyarakat.
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2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.

Adapun peran yang dimaksud dalam hal ini adalah perilaku seseorang
sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa
peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang
dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku
suatu posisi dalam situasi sosial. Adapun faktor-faktor penyesuaian peran yang
mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan,
yaitu :

a. Kejelasan perilaku dan pengetahuan antar peran yang diemban.

b. Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan.

c. Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang diemban.

d. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.

e. Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidaksesuaian peran perilaku.

f. Proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan melindungi diri

dari rasa bersalah.

2.5 Kesejahteraan
2.5.1 Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Menurut Fahrudin (2012:145) menjelaskan bahwa kesejahteraan

adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut
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sehingga dia memperoleh 34 kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah
maupun batiniah.Dalam Undang — Undang No. 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat
hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan
fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya
yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan
dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Undang — Undang Nomor 11

Tahun 2009).

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah sebagai

berikut:

>

Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.

b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.

c. Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah
kesejahteraan sosial.

d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia
usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan.

e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam

penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial secara melembaga dan

berkelanjutan.
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f.  Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Dengan demikian, menurut Badrudin (2012;15) konsep kesejahteraan
memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, dan juga dapat
melaksanakan fungsi sosial warga Negara. Upaya untuk mencapai kesejahteraan
dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Kesejahteraan terdiri dari dua
macam yaitu:
a. Kesejahteraan Perorangan
Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut
kejiwaan perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan
faktor-faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan
tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan.
b. Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan
tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar
kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki tata
kehidupan materil spiritual, jasmani dan rohani maupun tata kehidupan individu
dan sosial yang disertai dengan rasa aman, makmur, sentosa dan selamat, yaitu
dengan terlepas dari segala macam gangguan, hambatan dan kekacauan agar
kedepannya dapat mencapai taraf hidup yang tenteram lahir maupun batin dan
mampu memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani maupun sosial masyarakatnya.
Dalam hal ini, kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat

desa.
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2.5.2 Indikator Kesejahteraan
1. Indikator Kesejahteraan Secara Umum
Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) dalam Fahrudin (2008 : 61), menjelaskan bahwa ada lima indikator
yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera,
yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut
masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari
atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah,
sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila
anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti Keluarga Berencana
ataupetugas kesehatan serta diberi cara Keluarga Berencana dengan cara yang
lebih modern.
Dari beberapa penjelasan indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan
bahwa indikator meliputi :
1) Pendapatan
Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat
yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-
anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut bisanya dialokasikan untuk
konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat
material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:
a) Tinggi (Rp.>5.000.000)
b) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)

¢) Rendah (< Rp.1.000.000)
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2) Konsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator
kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Selama ini berkembang penelitian
bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap
seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi
pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan
rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan
rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh
pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga
atau keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan
akan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan
yaitu 80% dari pendapatan.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh
orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya
dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak
dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang
lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial
pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang
diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa,
untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang serupa nilai-nilai luhur yang

hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku
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jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan
dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.
4) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu
ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan
sumber daya manusia antar Negara adalah Human Development Indeks (HDI)
atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indikator
komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir),
pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil
perkapita). Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi
pangan, sandang, dan papan.

5) Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan yang dianggap
sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap
yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10
m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal
adalah milik sendiri. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai
ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat, terdiri dari lima

tingkat kesejahteraan, yaitu:
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. Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan
kesehatan.

. Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan
dasar minimum, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan
sosial psikologisnya.

. Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi
kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan sosial psikologisnya akan tetapi
belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal juga kebutuhan sosial
perkembangannya.

. Keluarga sejahtera Ill, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh
kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan
perkembangan, namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap
masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan maupun ikut
secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

. Keluarga sejahtera Ill plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi
seluruh kebutuhan baik dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis maupun
yang bersifat perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata

dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan.
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BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan
data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang
dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci
tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga
mendapat suatu kesimpulan (Suyanto,2005 : 166).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara
mendalam tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap
kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten
Sumbawa Barat. Di samping itu juga akan dibahas tentang faktor apa saja yang
mempengaruhi pelakanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap
kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano
Kabupaten Sumbawa Barat. Desa ini sebagai salah satu Desa yang ada di
Kabupaten Sumbawa Barat yang sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) dan sudah diimplementasikan. Pemilihan lokasi penelitian ini
diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang
untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada dilokasi

penelitian.
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Adapun penelitian ini direncanakan akan dilakukan kurang lebih dua bulan
,yakni mulai dikeluarkan surat izin penelitian. Waktu selama 2 bulan tersebut
dianggap cukup untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam
penelitian, sehingga data-data yang diperoleh tersebut valid dan dapat
dipertanggung jawabkan. Waktu penelitian ini dijadwalkan dan direncanakan

dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

Tahun 2019-2020
Nama kegiatan

No Agust | Sep | Okt | Nov | Des | Jan
1 Pengajual judul

2 Penyusunan proposal

3 Seminar proposal

4 Persiapan penelitian

5 Pengumpulan data

6 Pengolahan data

7 Analisis data

8 Bimbingan skripsi

9 Penyusunan skripsi

10 Sidang skripsi
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3.3 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup
penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, oleh
karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti peran Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua
Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan mengamati faktor
apa saja yang mempengaruhi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tua Nanga.
3.4 Metode dan Dasar Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif.Penelitian
deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu
masalah, gejala yang diteliti,mengidentifikasikandan menjelaskan data yang ada
secara sistematis (Sugiyono, 2014:46). Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa
yang terjadi pada saat peneliti sedang melakukan penelitian di lokasi. Kemudian
menganalisisnya dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di teori dan
selanjutnya menarik kesimpulan.

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
kepada narasumber atau informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai
hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini
yang dikaji adalah bagaimana peran Badan Usaha Miliki Desam (BUMDes)

terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.
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3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para
informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang
mendukung pernyataan informan. Adapun sumber data dalam penelitian ini
terdiri dari dua jenis, yaitu;

3.5.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2014:57) menjelaskan bahwa data primer adalah data
yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan
atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian atauperan Badan usaha
Milik Desa (BUMDes) di Desa Tua Nanga.

Adapun data primer yang digunakan dan dibutuhkan oleh peneliti, antara
lain :

1. Data hasil wawancara dengan informan pertama (1) Hamzah selaku Kepala
Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat
mengenai sejarah berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa
Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Data hasil wawancara dari informan kedua (II) Mansyur selaku Ketua
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga mengenai profil dan
program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tua Nanga
Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Data hasil wawancara dari informan ketiga (I111) Nurdin selaku bendaha
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga mengenai anggaran

dan alokasi dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga
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4. Data hasil wawancara dari informan keempat (IV) Masyarakat Desa Tua
Nanga sebagai pengguna Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengenai
pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di
desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

3.5.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2014:58) menjelaskan bahwa data sekunder adalah
data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh organisasi diluar
penelitian itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data
asli. Data ini sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data
primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk narasi, tabel-tabel atau diagram-
diagram. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data sekunder berupa: (1).
Laporan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (2). Profil
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (3). Data penduduk Desa Tua Nanga yang
meliputi data tingkat kesejahteraan, tingkat pengangguran dan, (4). Lain-lain serta
data-data lain yang terkait dengan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) yang
peneliti peroleh dari media publik.

3.6 Tehnik Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan penelitian yang digunakan
adalah teknik purposive sampling. Menurut Patilama (2013:46) menjelaskan
bahwa purposive sampling dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan
kedalaman data di dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal. Untuk
memperoleh data yang diinginkan, penulis memperoleh data atau informasi dari

narasumber terpercaya atau narasumber kunci (key informan) terlebih dahulu.
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Data yang diperoleh harus sesuai dengan fokus utama penelitian yang telah
ditetapkan untuk melengkapi dan menjawab masalah yang akan diteliti.
3.7 Infoman Penelitian
Menurut Patilama (2013:49), informan penelitian adalah orang yang

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar
mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti
menggunakan informan sebagai subyek peneliti. Adapun subyek penelitian yang
diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Hamzah selaku Kepala Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten

Sumbawa Barat.
b. Mansyur selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga.
c. Nurdin selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua

Nanga.
d. Masyarakat Desa Tua Nanga sebagai pengguna Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes).
3.8 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka

terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan, dimana
penggunaan beberapa teknik pengumpulan data ini secara bersama-sama
diharapkan akan saling melengkapi. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono
(2014:32), antara lain :

3.8.1. Wawancara
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Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondennya
sedikit. Menurut Sugiyono (2014:33) menjelaskan bahwa teknik ini merupakan
komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Dalam penelitian
ini akan melakukan wawancara terhadap :

1. Kepala Desa Tua Nanga (Hamzah)
2. Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga (Mansyur)
3. Bendaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga
4. Masyarakat Pengguna Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua
Nanga sebanyak 9 orang.
3.8.2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 65) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan
harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan serta
kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar , misalnya foto, gambar hidup,
sketsa dan lain-lain.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi
dan wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif
(Sugiyono 2014:82). Dokumen ini digunakan untuk memperkuat setiap

pelaksanaan program atau kegiatan dari suatu kebijakan publik yang
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diimplementasikan. Adapaun dokumen atau arsip yang diperlukan dalam
penelitian ini adalah data-data tertulis berupa:

1. Data Profil Desa tahun 2017

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD ART) Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) desa Tua Nanga tahun 2017
3.8.3. Observasi

Menurut Sutopo (2002:64), observasi adalah menggali data dari sumber data
yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar
dimana observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dengan teknik observasi, memungkinkan peneliti untuk mengamati dari dekat
masalah yang diteliti. Peneliti hanya mencatat apa yang sesungguhnya tampak
sebagai gejala dan menghindari pendapat pribadi terhadap peristiwa atau gejala
tersebut. Cara ini digunakan untuk memperoleh data-data yang tidak bisa
diperoleh melalui wawancara. Data tersebut dapat berupa tingkah laku (tindakan),
kebiasaan, cara kerja dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

3.9 Teknik Analisis Data

Menurut Patton (1994) dalam Subana (2005:132) menjelaskan bahwa teknik
analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam
suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Patton (1994) membedakannya
dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis,
menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.
Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor (2001) dalam Subana (2005, 133-134)

menjelaskan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk
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menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan
oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis
kerja itu. Jika dikaji, definisi pertama lebih menitik beratkan pada
pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan
tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesiskan
menjadi analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, serta mengumpulkan data
secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dengan informan
penelitian dan dokumen di lapangan yang berkaitan dengan peran Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.
2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan—catatan lapangan

dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan
penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara
sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah
pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali. Dalam
penelitian ini peneliti mereduksi dan memilah data hasil observasi, wawancara,
maupun dokumentasi. Karena data yang diperoleh dari lapangan masih kompleks

dan bersifat mentah. Maka peneliti hanya akan memilih data yang benar-benar
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relevan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi
kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.
3. Display Data

Display data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Display data ini dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh
selama penelitian terkait dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
terhadap Kesejahteraan masyarakat di desa Tua Nanga. Data disajikan dalam
bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dari tahap perencanaan
pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga tahap implementasi
serta peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tua Nanga terhadap
kesejahteraan masyarakat setempat. Dari data yang telah disajikan tersebut
kemudian diolah berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya
untuk memperoleh gambaran secara jelas. Keseluruhan data yang telah diolah
peneliti tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu oleh peneliti untuk
kemudian disajikan hingga mencapai tahap kesimpulan.
4. Verifikasi dan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dengan
berangkat dari rumusan atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa
kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Kesimpulan juga diverifikasi
selama penelitian berlangsung, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian
berlangsung secara triangulasi. Menurut Norman K. Denkin dalam Sugiyono

(2014:69) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai
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metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut
pandang dan perpektif yang berbeda. Sehingga dengan adanya metode ini akan
menjamin signifikansi atau kebermaknaan hasil penelitian. Pengambilan
kesimpulan diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari
permasalahan. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan peran Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.
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